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Abstract

Sociologically and culturally speaking, Islamic law is the law that
flows and deeply stem from cultural roots of community. It presents
together with the presence of Islam. In the current days of Indonesia,
however, Islamic law is in part an unwritten law, in addition to the
trade mark that is still characteristically attached to the Middle East.
These are the reasons why a number of Indonesian Muslim scholars
then gave rise to the indigenization of Islamic law with a variety of
ideas and namings. This paper attempts to depict the journey of the
indigenization of figh (Islamic law) discource in Indonesia by using
analysis of social history. There were some important figures offered
constructive and paradigmatic jurisprudence format of Indonesian
figh. Such important figures that will be analysed in this paper are
Hasbi ash-Shiddiqy as the originator of the early Indonesian figh, and
Hazairin who initiated the Indonesian madzhab or Indonesian Shafi’i
plus school projected to include the national inheritance law. Then KH
Sahal Mahfuz, the originator of an Indonesian social jurisprudence,
and the last Gus Dur (Abdurrahman Wahid KH), who offered the
genuine ideas of the indigenization of Islam and contextualization of
Islamic jurisprudence.

Abstrak

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang
mengalir dan mengurat akar pada budaya masyarakat. la hadir
bersamaan dengan hadirnya Islam. Namun, hukum Islam di Indonesia
dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam
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kitab perundang-undangan, di samping masih lekat dengan trade
mark Timur Tengahnya. Karena itu, sejumlah kalangan cendekiawan
muslim Indonesia kemudian memunculkan wacana pribumisasi
hukum Islam dengan beragam gagasan dan penamaan. Tulisan ini
mencoba memotret perjalanan wacana pembumian fikih (hukum
Islam) di Indonesia dengan menggunakan analisis sejarah sosial. Ada
beberapa tokoh yang banyak memberikan tawaran konstrukstif dan
paradigmatik format fikih ala Indonesia. Tokoh-tokoh penting itulah
yang banyak dikupas dalam tulisan ini, yaitu Hasbi ash-Shiddieqy
sebagai penggagas awal fikih Indonesia, kemudian Hazairin yang
menggagas Indonesian mazhab atau Syafi’i plus Indonesia mazhab
dengan proyek di antaranya rancangan hukum kewarisan nasional.
Lalu KH Sahal Mahfuzh, penggagas fikih sosial keindonesiaan,
dan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang menawarkan gagasan
pribumisasi Islam dan kontekstualisasi fikih.

Kata Kunci: fikih, mazhab, ijtihad, adat, kontekstualisasi.

A. Pendahuluan

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sekarang ini
sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar
geneologisnya dapat ditarik jauh ke belakang, yaitu saat pertama
kali Islam masuk ke Nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke
wilayah Indonesia (Nusantara) bersama-sama dengan masuknya
agama Islam di Indonesia.! Sejak kedatangannya, ia merupakan
hukum yang hidup (/iving law) di dalam masyarakat.” Bukan saja
karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh
mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi
amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi
(adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.

Ini membuktikan bahwa Islam dan perangkat hukumnya
menjadi faktor dominan dan nafas kehidupan penduduk Indonesia,

"Dari perspektif sejarah kebudayaan, para ilmuwan tidak mencapai kata
sepakat tentang kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Beberapa di antara
mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi sejak abad VIII M, sedangkan yang
lain mengatakan baru pada abad XIII M. Uraian lebih lanjut tentang masalah
ini, lihat M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta:
INIS, 1993), h. 12. Juga Baca Azyumazri Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah
dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994), h.
24-36.

2Ahmad Azhar Basyir, “Corak lokal dalam Hukum Positif Islam di
Indonesia (Sebuah Tinjauan Filosofis)”, Mimbar Hukum, No.13, Th.IV (1994),
h. 29.

190 Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011



Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)

khususnya kaum muslimin. Hal ini juga dapat dilihat dari literatur
sejarah yang menyebutkan banyaknya kerajaan Islam yang pada
gilirannya mengindikasikan bahwa hukum Islam telah “membumi”
di Nusantara.’

Ada beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan
nilai-nilai Hukum Islam, seperti Aceh (kini Nangroe Aceh
Darussalam), Padang, Minangkabau, Sulawesi Selatan, dan Riau.
Ungkapan pepatah-petitih yang berkaitan dengan itu seperti
“Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah”, dan “Syara’
mengata, adat memakai’ merupakan evidensi sirkumstansial
(dalalah qarinah) dari tesis di atas.* Jadi, secara sosiologis dan
kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengurat
akar pada budaya masyarakat.’ Hal tersebut disebabkan fleksibilitas
dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya, kendati hukum
Islam tergolong hukum yang otonom -karena adanya otoritas Tuhan
di dalamnya- akan tetapi dalam tataran implementasinya ia sangat
aplicable dan acceptable dengan berbagai jenis budaya lokal.®

Di sisi lain, hukum Islam di Indonesia dewasa ini sebagian
merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-
undangan, namun menjadi hukum yang hidup, berkembang dan

3Lihat misalnya, M.B. Hooker, Undang-Undang Islam di Asia Tenggara,
terj. Rohani Abdul Rahim dkk. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), h. 18-22.

* Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta,
Gama Media, 2001), h. 72.

>Menurut Atho Muzhar, walaupun hukum Islam sudah diterima oleh
beberapa daerah seperti tersebut sebelum penjajahan secara utuh, namun dalam
realitasnya terdapat perbedaan di antara daerah-daerah itu. Hal ini disebabkan
oleh dua hal: Bobot pengaruh haluan mistik dan kekuatan adat-adat setempat.
Lev mengatakan bahwa daerah-daerah yang penerimaan hukum Islamnya kuat,
dapat dijumpai pengadilan-pengadilan Islam yang menggunakan hukum Islam.
Bentuk dan keadaan pengadilan-pengadilan itu sangat berbeda-beda di seluruh
kepulauan. Di Aceh dan Jambi di Sumatra, di Kalimantan Selatan dan Timur dan
di Sulawesi Selatan hakim-hakim Islam diangkat oleh para penguasa setempat.
Di daerah-daerah lain, termasuk bagian-bagian Sulawesi Utara, Sumatra Utara
(Gayo, Alas dan Tapanuli) dan di Sumatra Selatan tidak terdapat hakim Islam
yang jelas meskipun pemuka-pemuka agama melakukan tugas-tugas peradilan.
Di Jawa. hakim-hakim Islam ada sejak kira-kira abad keenam belas di semua
distrik. Lihat Atho Mudzhar, Fatwa, h. 37.

*Baca Marzuki Wahid dan Rumadi, Figih Madzhab Negara (Yogyakarta:
LKiS, 2001), h. 81.
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berlaku -serta dipahami oleh masyarakat Islam- yang berdiri
sendiri di samping undang-undang tertulis, sebagai sebnuah
realitas sejarah untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup
masyarakat.

Dari sudut pandang filsafat, tepat kiranya meninjau nilai-
nilai hukum Islam dan eksistensinya dalam praktek Pengadilan
Agama. Putusan atau penetapan adalah hasil dari proses peradilan.
Kekuatan putusan sangat mempengaruhi materi hukum yang
dijadikan dasar putusan tersebut. Sebaliknya, putusan yang tidak
mempunyai daya ikat mengakibatkan tidak dihargainya putusan
tersebut. Dengan demikian, hukum Islam akan mengalami nasib
yangsamajikatidakmemilikidayaikat dantidak ditransformasikan
dalam praktek perundang-undangan negara.

Karena itu, menjadi suatu keniscayaan jika sebagian orang
menginginkan dikompilasikannya fikih yang berkepribadian
Indonesia, karena fikih yang selama ini dipraktekkan adalah fikih
Timur Tengah yang secara sosial dan budaya berbeda dengan
realitas sosial bangsa Indonesia. Tawaran fikih Indonesia semakin
urgen untuk menjawab problematika kemanusiaan di Indonesia
akhir-akhir ini. Pada titik aksiologis tersebut, artikel ini mencoba
memotret perjalanan wacana pembumian fikih (hukum Islam) di
Indonesia dengan menggunakan analisis sejarah sosial.

B. Rumusan Teori Fikih Indonesia

Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam
yang telah dimulai jauh sebelum kermerdekaan, beberapa cara dan
upaya untuk menginkorporasikan serta mempertimbangkan suatu
unsur struktur kebudayaan (adat) ke dalam rumusan hukum Islam
ternyata telah dilakukan oleh banyak kalangan. Para pemikir
hukum Islam di Indonesia fase awal telah mendemonstrasikan
secara baik tata cara menyantuni aspek lokalitas di dalam ijtihad
hukum yang mereka lakukan. Hasilnya, walaupun tidak sampai
muncul seorang mujtahid mustaqil, tentunya dengan independensi
metode penemuan hukun sendiri, kita dapat melihat lahirnya
berbagai karya dengan memuat analisa penemuan hukum yang
kreatif, cerdas dan inovatif.

Kurang empirisnya wacana yang dikembangkan dalam
pemikiran keislaman, yang mengakibatkan terbengkalainya

192 Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011



Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)

sederet nomenklatur permasalahan sosial-politik yang terjadi di
tengah masyarakat, telah menggerakkan para pengkritik untuk
mengeritisi kerangka pikir (paradigma) yang selama ini dipakai
oleh para ulama. Kungkungan pola pikir para ulama yang fahm
al-‘ilm li al-inqiyad ketika memahami doktrin hukum Islam yang
terdapat di dalam khazanah literatur klasik (sarwah fighiyah),
membuat eksistensi hukum Islam tampak resisten, tidak mampu
mematrik diri, dan sebagai konsekuensinya ia hadir bagai panacea
bagi persoalan sosial-politik. Para ulamaterlihat seperti melupakan
sejarah dan menganggapnya sebagai suatu yang tidak penting,
sehingga kritik terhadap dimensinya nyaris tidak ada. Padahal,
paradigma sejarah akan mengubah tata cara memahami fikih
sebagai produk pemikiran yang bersifat nisbi (gabil li an-nigasy),
bukan sebuah kebenaran ortodoksi-mutlak, yang absolutitas
nalarnya mendeportasi tradisi kritik dan pengembangan.
Hilangnya kesadaran sejarah (sense of history) inilah yang telah
menyebabkan pembaruan pemikiran Islam yang telah dilakukan
tidak menunjukkan kontitum yang jelas. Diperlukan pergeseran
paradigma (shifting paradigm) dari pola fahm al-‘ilm li al-ingiyad
ke pola fahm al-‘ilmi li al-intigad, dalam upaya memahami segala
bentuk warisan dan produk pemikiran masa lalu. Berikut adalah
tokoh-tokoh yang berjasa mencoba menawarkan paradigma baru
fikih bernuansa ke-Indonesiaan.

C. Hasbi Ash-Shiddieqy: Penggagas Fikih Indonesia

Situasi dan kondisi seperti di atas ternyata memiliki
pengaruh yang cukup dominan dalam munculnya gagasan Fikih
Indonesia, di mana genesisnya telah mulai diintrodusir oleh Hasbi
ash-Shiddieqy, seorang pakar dalam berbagai studi keislaman,’
pada sekitar tahun 1940-an. Dengan artikel pertamanya yang
berjudul “Memdedahkan Pengertian Islam”, Hasbi menyatakan
pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang
lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar
fikih tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang

”Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris
hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 64.
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antik.® Hasbi terlihat gamang akan prospek dan masa depan
hukum Islam di Indonesia yang tidak mempunyai arah yang jelas.
Menurutnya, pengkultusan terhadap pemikiran hukum Islam
(taqdis al-afkar) yang telah terjadi dan yang hingga sekarang
masih terus berlangsung, harus ditinjau ulang dalam kerangka
dasar meletakkan sendi ijtihad baru. Konsep dan pemikiran hukum
Islam yang terasa tidak relevan dan asing harus segera dicarikan
alternatif baru yang lebih memungkinkan untuk dipraktikkan
di Indonesia.

Hingga interval waktu yang cukup lama, tepatnya
hingga tahun 1948, gagasan awal Fikih Indonesia ini belum atau
bahkan tidak mendapatkan respons yang memadai (positif) dari
masyarakat. Melalui tulisannya yang berjudul “Menghidupkan
Hukum Islam dalam Masyarakat” yang dimuat dalam majalah
Aliran Islam, Hasbi mencoba mengangkat kembali ide besarnya
itu. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam
pada tataran praktis telah sampai pada tingkat dekadensi yang
klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak berarti dan juga
tidak berdaya guna.’ Kehadirannya tidak lagi dianggap ada oleh
umat, karena tidak sanggup lagi mengakomodir berbagai tuntutan
perubahan zaman.

Dari titik berangkat kenyataan sosial dan politik seperti
itulah pemikiran Fikih Indonesia hadir, terus mengalir, dan
disosialisasikan oleh Hasbi. Menurutnya, hukum Islam harus
mampu menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam
segala cabang dari bidang mu’amalah, yang belum ada ketetapan
hukumnya. Ia harus mampu hadir dan bisa berpartisipasi dalam
membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat. Para mujtahid
(ulama lokal) dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap
kebaikan (sense of maslahah) yang tinggi dan kreativitas yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternatif
fikih yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat
yang dihadapinya.

¥Nouruzzaman Siddiqi, “Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam
Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia”, Al-Jami’ah, No. 35, (1987),
h. 50.

?Nouruzzaman Siddiqi, Figih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 215-216.
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Untuk memecahkan masalah ini, Hasbi mengusulkan
perlunya kerja kolektif (ijtihad jama 7),'° melalui sebuah lembaga
permanen--dalam pengertian, “legislasi baik berdasarkan Al-
Qur’an, Sunnah atau Ra’y melalui konsultasi dengan pemerintah
negara, bukan dengan ijtihad fardi (ijtihad personal) -dengan
jumlah anggota ahli dari spesialisasi ilmu yang bermacam-
macam. Menurutnya, upaya ini akan menghasilkan produk
hukum yang relatif baik dibanding apabila hanya dilakukan oleh
perorangan atau sekumpulan orang dengan keahlian yang sama.'!
Demi tujuan ini, Hasbi menyarankan agar para pendukung Fikih
Indonesia mendirikan lembaga Akl al-Hall wa al-‘Aqd. Lembaga
ini ditopang oleh dua sub-lembaga. Pertama, lembaga politik
(hai’ah siyasiyyah), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-
orang yang dipilih rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi
harus menguasai bidang yang mereka wakili. Kedua, lembaga A/
al-Ijtihad (kaum mujtahid) dan Ahl al-ikhtisas (kaum spesialis)
yang juga merupakan perwakilan rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat.!?

Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan
Fikih Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip
hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar
bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum
Islam yang selama ini telah mapan, seperti ijma’, giyas, maslahah
mursalah, ‘urf, dan prinsip “perubahan hukum karena perubahan
masa dan tempat”, justru akan menuai ketidaksesuaian ketika
tidak ada lagi ijtihad baru. Dengan berpegang pada paradigma
itu, dalam konteks pembangunan semesta sekarang ini, gerakan
penutupan pintu ijtihad (insidad bab al-ijtihad) merupakan isu
usang yang harus segera ditinggalkan.

Puncak dari pemikiran tentang Fikih Indonesia ini terjadi
pada tahun 1961, ketika Hasbi memberikan makna dan definisi

19Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam
dari Kanada dan Amerika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 41.

" Ibid. Lihat juga, Hasbi ash-Shiddieqy, “Tugas Para Ulama Sekarang
dalam Memelihara dan Mengembangkan Qur’an, Hadits, dan Figih dalam
Generasi yang sedang Berkembang”, Panji Masyarakat, Th. XIV No. 123, (15
Maret 1973), h. 17.

12]bid., h. 42.
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Fikih Indonesia dengan cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiahnya
yang bertema “Sjari’at Islam Mendjawab Tantangan Djaman”, ia
secara tegas mengatakan:

....Fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang
adalah fikih Hijazi, Misri dan Hindi, yang terbentuk atas dasar
adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Hijaz, Mesir dan India.
Dengan demikian, karakteristik yang khusus dari masyarakat
muslim menurutnya dikesampingkan, karena fikih asing tersebut
dipaksakan penerapannya ke dalam komunitas lokal melalui
taqlid."

Hasbi mengamati bahwa hingga tahun 1961 ulama di negeri
ini belum mampu melahirkan fikih yang berkepribadian Indonesia.
Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah
adanyaikatan emosional yang begitukuat (fanatik, ta ‘assub)terhadap
mazhab yang dianut umat Islam. Menyadari ketidakmungkinan
akan munculnya pemikiran progresif dari kalangan ulama
konservatif, maka Hasbi mengajak kalangan Perguruan Tinggi
Islam di Indonesia untuk mencetak kader-kader mujtahid dengan
karakter khas yang dapat meneruskan proyek Fikih Indonesia.
Menurut Hasbi, persoalan ini cukup mendesak, sebab apabila
pengembangan proyek Fikih Indonesia tidak berangkat dari
kalangan Perguruan Tinggi, maka harapan untuk memperkenalkan
hukum Islam secara kohesif kepada masyarakat akan gagal.
Sebagai konsekuensi lebih lanjut, hukum Islam barangkali hanya
akan dikenal dalam dimensi ibadah saja, dan itupun tidak lengkap.
Sementara dimensi-dimensi lainnya akan hilang, tenggelam
ditelan masa.'

Untuk membentuk fikih baru ala Indonesia, diperlukan
kesadaran dan kearifan yang tinggi dari banyak pihak, terutama
ketika harus melewati langkah pertama, yakni melakukan
refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal
perkembangannya. Perspektif ini mengajarkan bahwa hukum
Islam baru bisa berjalan dengan baik jika ia sesuai dengan
kesadaran hukum masyarakat. Yakni, hukum yang dibentuk
oleh keadaan lingkungan, atau dengan kebudayaan dan tradisi

13 Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam, h. 43.
4Lebih, lihat Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, h. 67.
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setempat, bukan dengan memaksakan format hukum Islam yang
terbangun dari satu konteks tertentu kepada konteks ruang dan
waktu baru yang jauh berbeda. Aneksasi demikian tentu akan sia-
sia, bukan karena kurang komplitnya pemikiran lama, melainkan
lebih kepada sifatnya yang sudah anakronistik. Dengan demikian,
Fikih Indonesia diharapkan memiliki “citarasa” hukum Islam
dengan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan karakteristik
masyarakat Arab, karena Islam tidak berarti Arab, apalagi Arab
zaman dahulu.””

Mempertimbangkan kehadiran tradisi (adat, ‘urf) setempat
sebagai acuan pembentukan sebuah format pemikiran hukum
Islam baru, dalam pandangan Hasbi, menjadi satu keniscayaan.
Syari’at Islam menganut asas persamaan. Egalitarianisme Islam
memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah.
Konsekuensinya, sekali lagi, semua ‘urf dari setiap masyarakat--
bukan harus ‘urfdari masyarakat Arab saja--dapat menjadi sumber
hukum. Sejalan dengan itu, Islam datang tidak dimaksudkan untuk
menghapus kebudayaan dan juga syari’at agama yang telah ada,
selama ia tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu
tauhid. Dengan demikian, semua ‘urf dalam batas-batas tertentu
akan selalu dapat diterima sebagai sumber hukum Islam. Dari titik
ini, pembentukan Fikih Indonesia harus mempertimbangkan ‘urf
yang berkembang di Indonesia.

Dari uraian ini, dapat dipahami bahwa Fikih Indonesia
atau “fikih yang berkepribadian Indonesia”, yang telah dirintis
oleh Hasbi mulai tahun 1940, berlandaskan pada konsep bahwa
hukum Islam (fikih) yang diberlakukan untuk Islam Indonesia
adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka, yaitu
hukum adat yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia,
yang tidak bertentangan dengan syara’. Usaha ini harus didukung
secara penuh dengan proses internalisasi dan inkorporisasi
fatwa-fatwa hukum ulama terdahulu yang relevan untuk konteks
sosial dan budaya Indonesia, dan menjadikannya sebagai bagian
tak terpisahkan dari konsep fikih baru yang digagas. Dengan
demikian, tidak akan terjadi clash antara fikih dengan adat, dan

SYudian, Ushul Fikih, h. 31.
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sikap mendua masyarakat dalam hal menentukan kompetensi
materi hukum yang dipilih, adat atau fikih, dapat dihindari.

Namun, sebagaimana yang dikatakan Yudian Wahyudi,
satu hal yang mungkin perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa,
gagasan Fikih Indonesia yang dilontarkan oleh Hasbi sampai
dengan batasan ini pada kenyataannya masih merupakan ide yang
belum membumi, sehingga dirasa perlu untuk diindonesiakan.'®

Menurut Yudian, tuntutan bahwa Fikih Indonesia
mengimplikasikan wusul al-figh Indonesia akan mulai terjawab
ketika dua komponen utama dalam metodologi Fikih Indonesia
diindonesiakan. Pertama, ‘urf Indonesia dijadikan salah satu
sumber hukum Islam di Indonesia. Di sinilah Hasbi memainkan
peran besar untuk mendekatkan pandangan lama (kaum reformis
Puritan) dengan praktik hukum umat Islam Indonesia. Kedua,
ijma‘, dimana Hasbi baru sampai pada tingkat teoretis melalui
ijtihad jama i dengan Lembaga Ahl al-Hall wa al- ‘Agd-nya. Di sini
Hasbi menggunakan istilah yang diambil begitu saja dari sejarah
Islam. Di samping itu, beberapa lembaga yang didirikan oleh umat
Islam Indonesia belum ada ketika Hasbi mengemukakan pikiran-
pikirannya. Oleh karena itu, ada baiknya jika lembaga-lembaga
yang “masih mentah” tersebut dikaitkan dengan lembaga-lembaga
sosial politik yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Untuk lembaga Hai’ah Tasyri‘iyyah dapat disamakan
dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mujtahid-
mujtahid yang diambil dari perwakilan organisasai Islam semisal
Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Al-
Irsyad. Dengan anggapan bahwa calon mujtahid Indonesia adalah
mereka yang sudah menamatkan S1 Fakultas Syari’ah, yang
dapat ditolerir hingga tahun 1985. Sedangkan untuk pasca-1985
hingga tahun 2000, persyaratan itu adalah lulusan S2 dan pasca-
2025 seharusnya sudah lulus S3. Bagi mereka yang tidak memiliki
ijazah formal tetap diakui sebagai calon mujtahid setelah keahlian
mereka terbukti.

Sementara itu, Ahl al-Ikhtisas dalam versi Hasbi dapat
diterjemahkan menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI). Lebih lanjut, Hai'ah Siyasiyyah versi Hasbi dapat

16 Ibid.,h. 42.
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diterjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ini dilakukan dengan
alasan ‘urf dalam pengertian yang lebih luas, di mana kedua
lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan
undang-undang. Umat Islam dapat memanfaatkan lembaga ini
untuk tujuan yang sama demi terundangkannya nilai-nilai hukum
Islam yang pelaksanaannya memang membutuhkan legitimasi
kekuasaan. Persyaratan pendidikan formal yang berlaku bagi calon
mujtahid juga berlaku bagi kaum spesialis sesuai dengan bidang
mereka masing-masing.

Jika semua anggota Ahl al-Hall wa al- ‘Aqd sepakat untuk
memberlakukan hukum Islam untuk umat Islam Indonesia, maka
undang-undang merupakan manifestasi Fikih Indonesia, seperti
Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (termasuk
pasal-pasal yang terkait dengan pembatasan usia nikah yang
menjadi basis pelarangan nikah dini), Undang-Undang No. 7/1989
tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahkan, lanjut Yudian,
undang-undang yang tidak berlabelkan Islam sekalipun (Bung
Hatta menyebut Istilah ini dengan filsafat garam, tidak terlihat
namun mempengaruhi) semestinya juga merupakan masnifestasi
Fikih Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan--
selama Undang-Undang ini terbukti bermaksud membela magasid
asy-syari ‘ah (tujuan-tujuan syari’ah), tidak menghalalkan barang
haram dan mengharamkan barang halal dan kemaslahatannya
bersifat hakiki, nyata dan untuk umum.

D. Hazairin dan Konsepsi Fikih Mazhab Indonesia

Menurut Hazairin, hukum (fikih) Indonesia harus
berdasarkan atau bersumber pada ketetapan Allah (Al-Qur’an)
dan ketetapan Rasul (Hadis) serta ketetapan Ulul Amri. Ketetapan
Rasul ataupun Ulul Amri ini berfungsi sebagai penjelasan
(suplemen) bagi ketetapan Allah, dan ketetapan Rasul maupun
ketetapan Ulul Amri tersebut tidak boleh bertentangan dengan
ketetapan Allah. Jadi, menurut Hazairin, sumber hukum Islam ada
tiga, yaitu: Al-Qur’an, Sunnah/Hadis, dan otoritas Ulul Amri.
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Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud oleh Hazairin
dengan Ulul Amri adalah semacam Majelis Fatwa/Fatwa Council,
(baca: bukan MUI) yang didesain untuk bekerja melakukan
ijma’ dan ijtihad, atau konsensus melalui diskusi. Hazairin
menamakannya dengan national mazhab atau Indonesian mazhab
atau Syafi’i plus Indonesia mazhab. Pada awalnya, ada tiga proyek
besar pembaruan hukum Islam yang dikerjakan oleh Mazhab
Indonesia-nya Hazairin ini, yaitu: Pertama, zakat dan Baitul
Mal dalam karakteristik masyarakat Indonesia. Kedua, reformasi
hukum perkawinan dan menggagas sistem bilateral dalam realitas
masyarakat Indonesia. Ketiga, menggagas hukum kewarisan
Nasional.!”

Untuk mewujudkan ke arah cita-cita pembentukan hukum
kewarisan Nasional, pada simposium yang diselenggarkan oleh
BPHN (Jakarta 10-12 Pebruari 1983), yang telah menetapkan
Rancangan Undang-undang Hukum Kewarisan Republik
Indonesia RUUHKN RI rancangan Hazairin (1963) sebagai salah
satu bahannya.

Dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam
gagasan pembentukan hukum kewarisan nasional rancangan
Hazairin adalah:

Pertama, hukum kewarisan individual bilateral tidak hanya
cocok untuk masyarakat yang beragama Islam saja, namun juga
untuk kepentingan masyarakat yang bukan beragama Islam. Sistem
kewarisan bilateral cocok dengan bentuk kekerabatan masyarakat
Indonesia pada umumnya, bukan masyarakat patrilineal Arab.

Kedua, hukum kewarisan bilateral sesuai dengan landasan
yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 27
dan 29. Hukum Kewarisan Nasional haruslah berjiwakan pada
agama, berperikemanusiaan, berbudi luhur kebangsaan, demokrasi
dan anti feodal.

Ketiga, memberlakukan Hukum Kewarisan Nasional
berarti mencabut hukum kewarisan tertulis zaman kolonial. Ini
adalah pokok pikiran Hazairin yang tidak lepas dari sosok dirinya
yang seorang pejuang, nasionalis dan sekaligus Islamis.

"Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 23.
8 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Tintamas, 1982),
h. 19.
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Keempat, membentuk Hukum Kewarisan Nasional, pada
masa itu, sesuai dengan TAP MPRS/II/1960, “Dalam upaya
menciptakan ke arah homogenitas hukum dengan memperhatikan
kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat Indonesia,
asas-asas pembinaan hukum sesuai dengan haluan negara yang
berlandaskan pada hukum Adat”, dan GBHN 1993, “Pembangunan
materi hukum di arahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional
yang mengabdi kepada kepentingan nasional dengan penyusunan
awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada
Pancasila dan UUD 1945 khususnya penyusunan produk hukum
baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional dan mengacu kepada
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Asas individual bilateral. Kedudukan ahli waris adalah sama
dalam hal mewarisi harta warisan. Secara individual, ahli
waris mempunyai hak milik penuh, konsekuensinya, harta
peninggalan yang dikuasai secara kolektif (Minangkabau) dan
mayoritas (Bali) harus berubah menjadi hak milik pribadi.

b. Asas keadilan berimbang.

c. Asas kekeluargaan, asas kesederhanaan, asas kepastian
hukum, asas manfaat, asas musyawarah, dan lain-lain.

Statemen Hazairin, misalnya, mengatakan, bahwa
nass yang berkenaan dengan masalah pengelompokan ahli waris,
menganut sistembilateral --hanyahukum fikih yangmenjadikannya
patrilineal-- telah dijadikan acuan berfikir oleh para perumus KHI,
terhadap kelompok ahli waris, seperti terdapat dalam perumusan
salah satu pasal KHI. Pasal 174 KHI menyebutkan:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

(a) Menurut hubungan darah:
- Golongan laki-laki tediri dari ayah, anak laki-laki, paman
dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dan nenek.
(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda."

1 Instruksi Presiden R.I. No I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R1, 1998/1999), h. 83.
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Sedangkan dalam Pasal 8 [ayat 3] CLD KHI pada bahasan
tentang bagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan,
sebagai salah satu dari golongan/kelompok ahli waris, yang semula
bagian harta warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak
perempuan, yaitu 2:1, menjadi, bagian harta warisan anak laki-
laki dan perempuan adalah sama, yaitu 1:1 atau 2:2.%°

Pemikiran Hazairin tentang konsep mawali, misalnya,
juga telah diadopsi dalam salah satu pasal KHI tentang ahli
waris pengganti. Dalam pasal tersebut dikatakan, bahwa: “Ahli
waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.

Jika konsep mawali tersebut di atas kita kaitkan dengan
konsep tentang wali (nikah), sebagaimana statemen yang
disampaikan oleh Hazairin, bahwa dengan kata lain, perempuan
dapat pula menjadi wali (nikah) sepanjang mereka berakal sehat,
dewasa dan beragama Islam; maka nalar seperti ini senada dengan
CLD KHI pada pasal tentang wali nikah. Jika dulu wali nikah
menjadi salah satu rukun perkawinan, sehingga tidak sah jika
perkawinan tanpa wali nikah; maka dalam CLD KHI, wali nikah
bukan merupakan rukun perkawinan. Laki-laki dan perempuan
dapat menikahkan dirinya sendiri; sebab, perempuan dapat
menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Menurut pembacaan para pembaca Hazairin di atas,
prinsip-prinsip metodologi dan metode yang digunakan Hazairin
terhadap pemikiran pembaruan hukum kewarisan Islam dapat
disarikan sebagai berikut: (1) Pendekatan antropologi sosial
(Indonesia), (2) Pendekatan hukum adat dengan receptie exit
theory, (3) Menggunakan pola postivikasi hukum John Austin,
(4) Konsep kewarisan (wasiat wajibah) Hazairin dipengaruhi
oleh Hukum Sipil Perancis, (5) Menggunakan metode tematik-
holistik dan menolak teori naskh, (6) Menggunakan metode
‘ibarat an-nass (pemahaman eksplisit), dan (7) Menggunakan
pola giyas induktif dan deduktif.!

20 Marzuki Wahid, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-
KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, makalah The 4th Annual
Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 2008.

2l Hazairin, Hukum Kekeluargaan, h. 24.
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E. KH. Sahal Mahfuzh: Dari Halagah Membangun Konstruksi
Fikih Sosial Keindonesiaan.

Dalam peta pemikiran Islam di Indonesia, KH. Sahal
dipandang sebagai tokoh yang banyak menyumbangkan pemikiran
dalam bidang hukum Islam. Ia selalu mengkritik mainstream
pemikiran yang berkembang (setidaknya di kalangan NU dan
pesantren). Baginya pemahaman terhadap kitab-kitab klasik
sudah seharusnya didekati dengan kerangka metodologis yang
proporsional agar dicapai pemahaman yang kontekstual dan
sesuai dengan tuntutan realitas sosial. Oleh karenanya ia selalu
mengkritik kaum tradisional literalis dan fundamentalis yang
selalu memutlakkan fikih secara tekstual. Baginya kritik dapat
dilontarkan dan dialamatkan kepada siapapun termasuk kepada
gurunya sendiri. Beliau merasa gusar atas pendapat para ulama
NU yang tidak mau memperhatikan dimensi ruang dan waktu
yang mengantarkan produk-produk hukum. Alasan inilah yang
menjadikan KH. Sahal merelakan diri bergabung bersama pemikir-
pemikir produktif muda NU dalam forum “halagah” (sarasehan)
untuk merumuskan kerangka teoritik berfikih yang lebih produktif
dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu hasil konkret dari forum “Halagah” tersebut
adalah munculnya istilah bermazhab secara manhaji dan timbulnya
gagasan untuk mempopulerkan pada tahun 1987 (gagasan awal).
Pada 1998, atas dukungan KH. Sahal Mahfuzh dan KH. Imron
Hamzah, diadakan seminar dengan tema “Telaah kitab secara
kontekstual” di PP. Watu Congol, Muntilan, Magelang. Pada